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ABSTRAK

Perwujudan good government,  masyarakat disetiap daerah menuntut adanya transpa rasi dan
keterbukaandarisektorpublikagarmasyarakatdapa tmengontroldanmemperbaikikinerjapemerintahdae rah.
Paradigma tersebut telah mendorong pemerintah membe rikan otonomi daerah seluas-luasnya tapi harus
diimbangi dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD merupakan agenda strategis bagi peningkatan
kesejahteraanmasyarakat.Tapi tidak semuadaerahb erhasilmemfungsikanAPBD secara tepat. Penelitian ini
dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Manado dan memb ahas mengenai belanja modal.Tujuan penelitian
adalahmengetahuiapakahDinasPerhubunganKotaMan adotelahmelakukanpencatatandenganbaikatautid ak
(sesuaidenganPermendagriNo13/2006danPPNo.24 /2005.Metodeanalisisyangdigunakan metodeanalis is
deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan Dinas Pe rhubungan saat ini telah melaksanakan pengelolaan
keuangansesuaidenganPPNo.24Tahun2005yaitume ngenaiStandarAkuntansiPemerintahan,namunbelum
menerapkan secara keseluruhan karena tidak disajika n akumulasi penyusutan dan beban penyusutan untuk
belanjamodal.Berdasarkankarakteriktikkualitatif diPPNo.24Tahun2005makakomponenlaporankeua ngan
diDinasPerhubungan tidak lengkap(tidakadacatat anatas laporankeuangan).Tapi informasiyangdisa jikan
tepat waktu, memiliki feedback value (mengoreksi ekspektasi dimasa lalu) dan memiliki ma nfaat prediktif
(memprediksimasayangakandatang).Belumsesuai karenaberdasarkanpadaPPNo.24Tahun2005lampir an
II dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 bahwa laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran,NeracadanCatatanAtasLaporanKeuangan.

Katakunci :analisis,pencatatan,pelaporan,belanjamodal.


ABSTRACT

Realizegoodgoverment requiresarea transparencya ndopenness of thepublic sector so thatpeople
cancontrolandimprovelocalgovernmentperformanc e.paradigmsupportgovernmentgivethewidestpos sible
autonomybutmustbebalancedwith theFiscalManage ment.Budget isa strategicagenda for improving th e
welfareofsociety.Butnotallareasmanagedprope rlyfunctioningbudget.Theresearchwasconducted atthe
DepartmentofTransportationand thecityofManado onlydiscussaboutcapitaspending.Thepurposeof the
studywastodeterminewhethertheDepartmentofTr ansportationhasdonewellornotrecordingPermend agri
No. 13/2006 and PP No. 24/2005. The analytical meth od used Using secondary. The results of this study
indicateDepartmentofTransportationtodayhasbe enimplementingfinancialmanagementpursuanttoPP No.
24of2005thattheGovernmentAccountingStandards ,buthasnotbeenimplementedasawholebecausei tis
notpresentedaccumulateddepreciationanddeprecia tionexpenseforcapitalexpenditure.Basedonqual itative
karakteriktik in PP No. 24 of 2005, the components of the financial statements in the Department of
Transportation is not complete (no notes to the fin ancial statements). But the informationpresented o n time,
have a feedback value (correct expectations in the past) and has the benefit of a predictive (predicti ng the
future).Notappropriatebecauseit isbasedonthe PP.24of2005AnnexIIandPermendagriNo.13of 2006
that the financial statements on education consists  of the Budget Statement, Balance Sheet andNotes t o the
FinancialStatements.

Keywords:analysis,record,report,capitalexpenditure
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PENDAHULUAN

LatarBelakang
Indonesia di tengah dinamika perkembangan global ma upun nasional,saat ini menghadapi berbagai
tantangan yangmembutuhkan perhatian serius semua p ihak.Keinginan untukmewujudkan good governance
merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang di harapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh
pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akunt abilitas yang baik disertai dengan transparansi dan
keterbukaanpengelolaansektorpubliksupayamasyar akatdapatturutsertadalammengontroldanmemperb aiki
kinerjapemerintahdaerah.Mahsun(2006:97)menjela skanadabeberapakendaladalammengimplementasika n
akuntabilitasdalamsektorpublikantaralainagend aataurencanayangtidaktransparansi, favoritism (isuyang
licik), kepemimpinan yang lemah, kekurangan sumber daya, lack of follow-through (manajemen tidak dapat
dipercaya),gariswewenangdantanggungjawabkuran gjelasdankesalahanpenggunaandata.
Paradigmabarutersebutmenyebabkanpemerintahmem berikanotonomikepadadaerahseluas-luasnya
yang bertujuan untukmemungkinkan daerahmengurus d anmengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya
gunadanberhasilgunadalampenyelenggaraanpemeri ntahandanpembangunansertadalamrangkapelayanan
kepadamasyarakat.Penyelenggaraanotonomidaerahd ilaksanakandenganmemberikanotonomiseluas-luasny a
dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudk an dengan adanya pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan s erta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah.
Darise(2009:19)menjelaskanpelaksanaanotonomida erahtidakhanyadapatdilihatdariseberapabesar
daerahakanmemperolehsumberpendapatan termasukd anaperimbangan, tetapihal tersebutharusdiimbang i
dengan sejauh mana instrument atau Sistem Pengelola an Keuangan Daerah mampu memberikan nuansa
menejemen keuangan yang lebih adil, rasional, trans paran, partisipatif dan tanggungjawab. Hingga saat ini
otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap daerah  di Indonesia. Tapi tidak semua daerah mempunyai
kesiapan yang sama. Adakalanya pemerintah lebih ber gantung pada pemerintah pusat dan kurang
memperhatikan dan mengoptimalkan pendapatan daerah.  Maka dari itu pelaksanaa APBD juga seringkali
bermasalah.  Dan berbicara mengenai APBD, upaya per baikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya
perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di
daerah(untukdaerahtertentu).
KhususnyadikotaManadosendirimasalahyangsering munculsalahsatunyaadalah anggaranAPBN
maupunAPBD terlalumuluk-muluk tapi sulit terealis asi sehingga kinerja dari SKPDmasih perlu dievalua si
(beritamanado.com). Informasi lain menyebutkan bahw a data aset yang masuk di Pemerintah Propinsi
mengalamiketerlambatansehinggadalamprosespelap orankeBPK juga ikutmengalamiketerlambatan.Dari
uraian dan permasalahan diatas maka penulis tertari k untuk mengambil judul “Analisis Pencatatan dan
PelaporanBelanjaModalpadaDinasPerhubunganKota ManadoTahun2011”.

TujuanPenelitian
 Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui apa kah Dinas Perhubungan Kota Manado telah
melakukan pencatatan  sesuai dengan PeraturanMente ri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman
PengelolaanKeuanganDaerahdanPPNomor24Tahun2 005 tentangStandarAkuntansiPemerintah sebagai
acuan.

TINJAUANPUSTAKA

Akuntansi
Pengertianakuntansiadalahsuatuprosespengidenti fikasian,pengukuran,pencatatandanpelaporanatas
transaksikeuangansuatuorganisasi/entitasyangdi gunakansebagaiinformasipengambilankeputusaneko nomi
baik untuk pihak internal maupun eksternal. Dari pe ngertian diatas maka input akuntansi adalah transaksi
keuanganyangtercermindalambuktitransaksi,kemu dianmengalamisebuahprosesidentifikasi,ukur,ca tatdan
lapormenghasilkan output berupalaporankeuangan.
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1. SistemInformasiAkuntansi
Sistemmerupakansuatukegiatanyangtelahditentuk ancaranyadanbiasanyadilakukanberulang-
ulang. Sistem juga merupakan sekelompok komponen ya ng masing-masing saling menunjang saling
berhubungan atau tidak yang keseluruhannya merupaka n sebuah kesatuan. Selain itu sistemmerupakan
suatuhalyang ritmis,berulangkali terjadi, atau langkah-langkah terkoordinasiyangdimaksudkanuntu k
mencapaitujuantertentu. Dengan demikian jika akun tansi bertujuan membuatkan laporan keuangan
makadiperlukansebuahsistemakuntansiyangmenduk ungpencapaiantujuantersebut.

2. SistemAkuntansiPemerintahanIndonesia
Sistem akuntansi adalah sistem yang dapat menyajika n informasi untuk digunakan dalam
hubunganbisnisdanpelaporankepadapemilik,kredi tor,danpihak-pihaklainyangberkepentingan.Sist em
akuntansi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan menejemen untuk menyajikan informasi yang
diperlukan oleh pihak-pihak diluar organisasi sesua i dengan prinsip akuntansi berlaku umum. (Fees dan
Warren1990,dikutipolehHalim2010:7)
DalamPPNomor8Tahun2006 tentangPelaporanKeuan gandanKinerja InstansiPemerintah
disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah merupa kan rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mew ujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan orga nisasi pemerintah. Dengan demikian sistem
akuntansipemerintahadalahsistempencatatanyang dapatmenghasilkaninformasikeuanganuntuktujuan
internpemerintahbahkanuntuktujuanluarorganisa si.
Pada era reformasi telah melakukan koreksi secara m enyeluruh terhadap sistem keuangan
Negarayangdipergunakanpadamasapemerintahanord ebarudalamupayameningkatkantransparansidan
akuntabilitaspengelolaankeuanganNegara.Koreksi pertamadenganmenyatukananggaranNegarayang
tadinyadibagidalamduakelompok,yakni:anggaran rutindananggaranpembangunan.Dalammasaorde
baru,anggaranrutindikontrololehKementrianatau DepartemenKeuangansedangkanbesarnyaanggaran
pembangunanstrukturpembelanjaannyamaupunalokasi nyadikendalikanolehBappenas.

3. SistemAkuntansiPemerintahDaerah
Pemerintahdaerahsekarangmemilikikewenangandan tanggungjawabyanglebihbesardalam
menyediakanpelayananpublikdemipeningkatankesej ahteraandankualitashidupmasyarakat. Otonomi
daerahmeliputiberbagaiaspek,yaituhubungananta raPemerintahPusatdanPemerintahDaerah,bentuk
dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhad ap penyelenggaraan pemerintah didaerah, serta
hubunganantaraPemerintahDaerahdenganmasyarakat danpihakketiga.

PengelolaanKeuanganNegara/Daerah
  Pemerintah secara bertahap telah melaksanakan p erubahan yang mendasar mengenai pengelolaan
keuangan Negara. Hal ini ditandai dengan disahkanny a tiga Undang-Undang di bidang keuangan Negara
(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentangPerbendaharaanNegara,danUndang-UndangNo mor15Tahun2005tentangPemeriksaanPengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Seiring dengan  disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentangKeuanganNegara,definisikeuangannegaray angsaat inidigunakanharusmengacukepadaperatur an
perundangan tersebut.Menurutpasal1 ayat1UU ter sebutkeuanganNegaradidefinisikansebagaisemuah ak
dankewajibannegara yangdapat dinilai denganuang , serta segala sesuatubaik berupauangmaupunberu pa
barangyangdapatdijadikanmiliknegaraberhubung denganpelaksanaanhakdankewajibantersebut.

DasarHukumKeuanganNegara/Daerah
`DasarhukumpengelolaankeuanganNegaraadalah:
1. AmandemenUUD1945BabVIIIpasal23
2. Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor17Tahun200 3TentangKeuanganNegara.
DasarhukumpengelolaankeuanganDaerahadalah:
1. UUNomor32Tahun2004tentangPerimbanganKeuangan antaraPemerintahPusatdanDaerah
2. UUNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara
3. UUNomor1Tahun2004tentangPembendaharaanNegara
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelol aan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara
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5. PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentangSt andarAkuntansiPemerintah
6. PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentangSi stemInformasiKeuanganDaerah
7. PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPe ngelolaanKeuanganDaerah
8. PeraturanPemerintahNomor6Tahun2006tentangPen gelolaanBarangMilikNegara/Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Lap oran Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah
10. PeraturanPemerintahNomor39Tahun2007tentangPe ngelolaanUangNegara/Daerah
11. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan
Daerah

PengelolaanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah\
Pemda memiliki APBD dalam pengurusan umum, dan keka yaanmilik daerah yang dipisahkan pada
pengurusan khusus. Bagian ini akan menjelaskan sec ara singkat APBD sebagai inti pengurusan umum
keuangandaerah.MenurutPPNomor17Tahun2003Bab IIIAPBNmerupakanwujudpengelolaankeuangan
negarayangditetapkan tiap tahundenganundang-und ang. APBNterdiriatasanggaranpendapatan,anggar an
belanja,danpembiayaan.APBNdisusun sesuaidengan kebutuhanpenyelenggaraanpemerintahannegaradan
kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyu sunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Peme rintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan
bernegara.
FungsiAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah:
1. Fungsiotorisasi
2. Fungsiperencanaan
3. Fungsipengawasan
4. Fungsialokasi
5. Fungsidistribusi
6. Fungsistabilitasi

SatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerah
Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Pera ngkat Daerah (SKPD) merupakan entitas
akuntansiyangmempunyaikewajibanmelakukanpencat atanatastransaksi-tansaksiyangterjadidilingku ngan
satuan kerja tersebut. Menurut Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
PengelolaanKeuanganDaerahdalamkontribusikeuang andaerah,terdapatduajenisSatuanKerjayaitu:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disi ngkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintahdaerahselakupenggunaanggaran/pengguna barang.
2. SatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerahyangselanju tnyadisingkatSKPKDadalahperangkatdaerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pen gguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaankeuangandaerah.

Pihak-pihakyangterkaitdalamkegiatanakuntansiS KPDadalahsebagaiberikut:
1. PejabatPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran
2. PejabatPelaksanaTeknisKegiatanSKPD
3. PejabatPenatausahaanKeuanganSKPD(PPK-SKPD)
4. BendaharaPenerimaandanBendaharaPengeluaran

SecaraumumsistemakuntansipadaSKPDdapatdijela skansecarasingkatsebagaiberikut:
1. AkuntansiPendapatan                                                                                    
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tent ang Standar Akuntansi Pemerintahan
disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan  rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun an ggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah,dantidakperludibayarkembaliolehpe merintah.SedangkandalamPeraturanMenteriDalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa pendapa tan adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagaipenambahnilaikekayaanbersih.Akuntansip endapatandilaksanakanberdasarkanazasbruto,yait u
denganmembukukanpenerimaanbrutodantidakmencat atjumlahnettonya.
2. AkuntansiBelanja
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Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 adala h sebagai berikut : “Belanja adalah semua
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periodetahunanggaranbersangkutanyangtidakakan diperolehpembayarannyakembaliolehpemerintah.”
Akuntansi belanja pada SKPDmeliputi akuntansi bela njaUP (UangPersediaan),GU (GantiUang),TU
(TambahanUang)danLS(Langsung).
3. AkuntansiAset
Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatat an dan pelaporan akuntansi atas perolehan,
pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai /
digunakanSKPD.
4. AkuntansiSelainKas
Akuntansi selain kas pada SKPD meliputi proses penc atatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporankeuanganyangberkaitandengansemuatran saksiataukejadianselainkasyangdapatdilakukan
secaramanualataukomputerisasi.Buktitransaksiy angdigunakandalamprosedurselainkasberupabukt i
memorialyangdilampiridenganbukti-buktitransaks ijikatersedia.

PenelitianTerdahulu
Fauziah (2011) dengan judul “Analisis Pencatatan da n Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja
PerangkatDaerah (SKPD)diKabupatenLimaPuluhKot a (StudiKasus PadaBadanKepegawaianDaerah)”.
Hasil penelitian menunjukkan Badan Kepegawaian Daer ah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan
pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi belan ja dan akuntansi aset sesuai dengan PeraturanMente ri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pe ngelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD tentang P edoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan
akuntansi,Pelaporan,danPertanggungjawabanKeuang anDaerah.
Analisis Pencatatan dan Pelaporan pada SKPD Pemerin tahan Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas
Tata Kota Tata Bangunan) oleh  Noviana (2009).Hasi l penelitianmenunjukkan telahmelakukan pencatatan
laporankeuangan sesuaidenganPeraturanPemerintah DalamNegeriNomor13 tahun2006 tentangPedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan  dari kesimpulan ju gamenunjukkan bahwa sistem pembukuan akuntansi
yangditerapkanolehDinasTataKotaTataBangunan adalahsistempembukuanberpasangan( doubleentry ).
 Penelitian Rosdini (2008) yang dipresentasikan di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
berjudul Akuntansi Pendapatan Dan Belanja Bagu Peme rintah Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus sege ra diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di
Indonesia, di antaranya adalah penerapan Sistem Aku ntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari akuntansi
pendapatan,belanja,pembiayaandantransaksinonk as.

METODEPENELITIAN

JenisPenelitian
Kuncoro(2009:87)menjelaskanterdapatduajenispe nelitianyaitu:
1. Penelitian Eksploratif ( Explorative Research) adalah penelitian yang bertujuan untuk
mengembangkanpengetahuanataudugaanyangsifatnya masihbarudanuntukmemberikanarahan
bagi penelitian selanjutnya. Tujuan utama dari jeni s penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
situasipenelitiandantujuankhususataudatayang diperlukanuntukpenelitianselanjutnya.
2. PenelitianKonklusif ( Conclusive Research ) adalah penelitian yang bertujuan untukmenguji at au
membuktikansesuatudanuntukmembantusipeneliti dalammemilihtindakankhususselanjutnya
 Dan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelit ian eksploratif, karena metode yang digunakan
dengan caramewawancarai beberapaorang ahli dibida ngyangberhubungandengan situasi yang akanditeli ti
danmengumpulkandatadaridatayangsudahadaatau sudahdipublikasikan(sesuaidenganprosedurpene litian
eksploratif).

TempatdanWaktuPenelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Manado yang beralamat di jalan Cereme. Dan
waktupenelitiandimulaidaribulanOktober2012sa mapidenganMaret2013.
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ProsedurPenelitian
Prosedurpenelitianinimeliputi
1. PerumusanMasalah
Padamasalahinipenelitimelihatdanmenggalilagi intipermasalahanyangdiangkatuntukditeliti
lebihjauh.Masihdalamtahapaninipenelitiberdis kusidenganPihakLaboraturiumAkuntansi
FakultasEkonomiUniversitasSamRatulangiuntukme mbahaspokokpermasalahansertametode
yangakandigunakan
2. PengambilanData
Pada tahapan pengumpulan data peneliti melakukan ob servasi langsung ke Dinas Perhubungan
Kota Manado dan mewawancarai langsung Kepala Bagian  Keuangan dan  melakukakan
pengumpulandokumen-dokumenyangdiperlukan.
3. PenarikanKesimpulan
Setelah semua mengumpulkan data-data yang diperluka n peneliti kemudian berdiskusi dengan
DosenPembimbing.Hasildiskusiinikemudianmenjad iacuandalanmpenarikankesimpulan.


















Gambar1.DiagramProsedurPenelitian

MetodePengumpulanData
Kuncoro(2009:145)menjelaskanjenisdatadibagime njadiduabagianyaitudata:
1. Datakualitatifadalahdatayangdapatdiukurdalam skalanumerik
2. Datakuantitatifadalahdatayangdiukurdalamsuat uskalanumerik(angka),yangdapatdibedakan
menjadi data interval (data yang diukur dengan jara k diantara dua titik pada skala yang sudah
diketahui)dandatarasio(datayangdiukurdengan suatuproporsi).
Datayangdianalisisdalampenelitianiniadalahda takuantitatif,yaitudataanggaran
Kuncoro(2009:148)menjelaskansumberdatadibagim enjadiduabagianyaitu:
1. Data primer. Data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua
metodepengumpulandataorisinal.
2. Data sekunder. Data sekunder biasanya telah dikumpu lkan oleh lembaga pengumpul data dan
dipublikasikankepadamasyarakatpenggunadata.
Dalampenelitianinimenggunakansumberdatasekund erDinasPerhubunganKotaManadodalamDPA
(DokumenPelaksanaAnggaran).Langkah-langkahdalam pengumpulandataadalahsebagaiberikut:
1. Studi kepustakaan ( library research ), yaitu mempelajari buku-buku dan artikel  yang be rkaitan
denganpermasalahanyangakandibahasdalampenelit ianini.
2. Studilapangan( fieldresearch ),yaitudengancarawawancaradandokumentasilang sungpadaunit
yangditeliti.
3. Dokumentasimerupakanmengambildata-datadaricata tan,dokumendan administrasiyangsesuai
denganmasalahyangditeliti.
TEORI
MasalahPenelitian
Tujuan
TeoriTeoritis/Konseptual
Mengumpulkandata
AnalisisData
Penafsirandata
Kesimpulan
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4. Wawancaramerupakankomunikasiataupembicaraandua arahyangdilakukanolehpewawancara
dan respondenuntukmenggali informasi yang relevan dengan tujuanpenelitian.Wawancarabisa
dilakukansecaraterstrukturmaupuntidakterstruk tur(Sugiyono:2007:194)

MetodeAnalisisData
Kuncoro (2009:10) menjelaskan berdasarkan metode pe nelitian yang dilakukan, penelitian dapat
diklasifikasikan menjadi penelitian historis, penel itian deskriptif, penelitian korelatif, penelitian kausal
komparatifdanpenelitianeksperimental.

1. Penelitianhistorismeliputikegiatanpenyelidikan, pemahaman,danpenjelasankeadaanyangtelah
lalu.
2. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data unt uk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan
mengenaistatusterakhirdarisubjekpenelitian.
3. Penelitiankorelasionalberusahauntukmenentukana pakahterdapathubungan(asosiasi)antaradua
variableataulebih,sertaseberapajauhkorelasiy angadadiantaravariableyangditeliti.
4. Penelitian kausal komparatif dan eksperimental sela in mengukur kekuatan hubungan antara dua
variableataulebih,jugamenunjukkanarahhubungan antaravariabelbebasdenganvariabelterikat.
Studikausalitasmempertanyakanmasalahsebabakiba t.
Dalammenganalisa data yang terkumpul penulismengg unakanmetode penelitian  deskriptif dengan
pengambilan  data kualitatif yang bertujuan untuk m emahami data yang dengan cara mengklasifikasi dan
mengumpulkanberupacatatanbelanjamodaldariAPB DDinasPerhubungan.

HASILPENELITANDANPEMBAHASAN

GambaranUmumObjekPenelitian
Dinas Perhubungan KotaManado adalah salah satu dar i 18 SKPD yang ada di Manado. Bertempat
didaerah yang cukup strategis dekat dengan pusat ko ta atau lebih tepatnya beralamat di jalan Cereme da n
berada ditengah-tengah pemukiman warga. Dinas Perhu bungan Kota Manado dipimpin oleh Bapak Y.B.
Waworuntu, selaku kepalaDinas.VisiDinas Perhubun gan adalah Perhubungan terdepan dalammendukung
percepatanpembangunanuntukmewujudkanManadoKota ModelEkowisata.(Transportasikotahandaldan
ramah lingkungan ). Dan Misi Dinas Perhubungan adal ah Mewujudkan sistem Perhubungan yang handal,
terintegrasi,lancar,efektif,efisienamandannya mansertameningkatkandanmemperkuatketahananeko nomi
masyarakat dengan mengedepankan peran serta masyara kat  menuju Manado sebagai kota yang
menyenangkan.
Dinas Perhubungan Kota Manado dipimpin oleh seorang  Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris  Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
DinasPerhubunganKotaManadodidukungoleh147ora ngPegawaiNegeriSipil (PNS).DinasPerhubungan
KotaManadomerupakanunsurpelaksanaPemerintahKo ta,dimanamempunyaitugaspokokmelaksanakan
kewenanganOtonomiDaerahdiBidangPerhubungan,m eliputiurusanlalulintasdanangkutan,pengujian dan
keselamatan,sarana/prasaranalalulintasjalandan jembatan,perparkiransertaterminal.

AnalisisTransaksi
PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemer intahan mengatur, belanja adalah semua
pengeluaran dari RekeningKas UmumNegara/Daerah ya ngmengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahunanggaranbersangkutanyangtidakakandiperol ehpembayarannyakembaliolehpemerintah,sedangkan
menurutPeraturanMenteriDalamNegeriNo.13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah,
Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban peme rintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaanbersih.
Akuntansi belanja disusununtukmemenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.
Akuntansibelanjajugadapatdikembangkanuntukkep erluanpengendalianbagimanajemendengancarayang
memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh
PPK-SKPDdanterlihatdariflowchart(lampiran1). Akuntansibelanjapadasatuankerjainimeliputiak untansi
belanjaUP(uangpersediaan)/GU(gantiuang)/TU(ta mbahuang),danakuntansibelanjaLS(langsung).
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Di Dinas Perhubungan Kota Manado  pembayaran belanj a khususnya belanja modal menggunakan
mekanismeLS(pembayaranlangsungkepadapihakketi ga.BerdasarkanPermendagri13/2006pasal206dapat
dilakukanuntuk:
1. Pembayaranpihakketigasesuaidenganketentuanp eraturanperundang-undangan.DokumenSPP-
LSuntukpembayaraninidisiapkanplehPPTK.
2. Belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang b ukanpembayaran langsung kepadapihak
ketiga dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Dokumen  SPP-LS pembayaran ini disiapkan oleh
BendaharaPengeluaran.

Contoh jurnal peneriman kas yang terjadi pada Dinas  Perhubungan Kota Manado adalah sebagai
berikut: Pada tanggal 27Mei 2011 bendahara pengelu aran menerima  SP2D  No. 04821/LS/V/Keud/2011 .
BerdasarkanbuktitersebutPPK-Dishubmencatattran saksitersebutdenganjurnalsebagaiberikut:

Tabel1.ContohJurnalTransaksiPenerimaanKas
Tgl Kode
rekening
Nama
Perkiraan
Ref Debit Kredit
7Jan  KasdiBendahara
Pengeluaran

       RK-PPKD
 114.303.750
114.303.750

Khusus untuk belanja yangmenghasilkan aset tetap s etelah jurnal pengakuan belanja,Dishub jugamembua t
jurnalkorolariuntukmencatatasettetap.Dancont ohjurnalsebagaiberikut:

        Tabel2ContohJurnalKorolari
NamaPerkiraan Debit Kredit
AsetTetapPeralatandanMesin
DiinvestasikandalamAset
Tetap
970.277.375

970.277.375

 PPK-Dishub secara berkala  akanmemerima SPJ dari bendahara pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri
dengan bukti transaksi, maka berdasarkan SPJ dan bu kti transaksi yang diterimanya PPK-Dishub akan
mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas dengan rek ening belanja- belanja di debit dan Kas di Bendahar a
Pengeluarandikredit.

Pembahasan
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Permendagr i Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 50 huruf c
digunakanuntukpengeluaranyangdilakukandalamra ngkapembelian/pengadaanataupembangunanasetteta p
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12  (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan  dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan,danasettetaplainnya.Nilaipembelian/p engadaanataupembangunanasettetapberwujudsebag aimana
dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belan ja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.
Konstruksi dalam pengerjaan aset tetap apabila tela h selesai dibagi sesuai dengan kelompok asset. Dala m
catatanataslaporankeuanganyangperludiungkapka nuntukmasing-masingkonstruksitercantumdalamne raca
awalantara lainpenilaianuntukmenentukannilai t ercatat, kebijakanakuntansiuntukkapitalisasi da n jumlah
pengeluaranpada setiappost asetdalampengerjaan. DandiDinas PerhubunganKotaManadodalam laporan
keuagannyatelahdilengkapidengancatatandanlapo rankeuangan.
LaporankeuanganNeracayangdisajikanolehDinasP erhubunganKotaManado,terlihatbahwabelanja
modalpadatahun2010-2011masing-masingsebesarRp .28.263.554.375,00danRp.28.671.185.125,00.Nila i
tersebut menggambarkan nilai perolehan aktiva tetap  sampai dengan sekarang termasuk dengan adanya
tambahan aktiva tetap pada tahun-tahun terakhir. Pe nyajian nilai aktiva tetap tersebut tidak sesuai de ngan
keadaanyangsesungguhnyadanakanmengakibatkanju mlahsisiaktivaakanselaluterlihatlebihbesar, padahal
sesungguhnyanilaiaktivasudahtidaksebesarpada saataktivatetapdiperolehpertamakalidalamkond isiyang
lebihbaik.
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Laporan Keuangan Dinas Perhubungan agar tidak terja di kekeliruan pada pihak-pihak yang
berkepentiungan, maka penyajian aktiva tetap harus menggambarkan nilai dari keadaan yang sesungguhnya
bahwa aktiva tersebut sudah digunakan bahkan sudah hampir masa manfaatnya, adalah dengan menyajikan
jumlahpenggunaanaktivatetapyangtelahdilewati masamanfaatnya,yaituakumulasipenyusutanaktiva tetap.
DinasPerhubunganKotaManadosaatinitelahmelaks anakanpengelolaankeuangansesuaidenganPP
No.24 Tahun 2005 yaitu mengenai Standar Akuntansi P emerintahan, namun belum menerapkan secara
keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangan  neraca yaitu tidak disajikan akumulasi penyusutan dan
bebanpenyusutanuntukbelanjamodal.Berdasarkank arakteriktikkualitatifpelaporankeuangandiPPNo mor
24Tahun2005makakomponen laporankeuangandiDin asPerhubungan telahlengkap.Dan  informasiyang
disajikan tepat waktu, memiliki feedback value (mengoreksi ekspektasi dimasa lalu) dan memiliki ma nfaat
prediktif(memprediksimasayangakandatang).Kare nasesuaidengankomponenlaporankeuangandiPPNo .
24Tahun2005lampiranIIdanPermendagriNomor13 Tahun2006bahwalaporankeuanganSKPDterdiridari
LaporanRealisasiAnggaran,Neraca,CatatanatasLa poranKeuangan.


PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahw a,  Dinas Perhubungan dalam pencatatan dan
pelaporan keuangan telah sesuai dengan PeraturanMe nteri DalamNegeri No.13 tahun 2006 dan PPNo. 24
Tahun 2005, tetapi tidak menyajikan akumulasi penyu sutan untuk belanja modal pada neraca. Akibatnya
penyajian nilai aktiva tetap tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, namun di aktiva t etap
yangsudahhampirhabismasapakainyabahkansudah tidaklayaklagiuntukdigunakanmasihdisajikanse besar
nilaiperolehan.

Saran
Saranyangdisampaikansebagaiberikut:
1. Tahun anggaran2012  dan seterusnyahendaknyaDinas PerhubunganKotaManadodalampengelolaan
keuangan daerah  berpedoman  kepada peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang
efektifdapatterwujuddanlaporankeuanganyangdi sajikantepatbagipihak-pihakyangberkepentingan.
2. Perlu adanya SDM yang memiliki spesialisasi dan kem ampuan khususnya dalam proses akuntansi
(pencatatandanpelaporan)
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